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ABSTRACT

There has been an increase in the number of floods and victims affected. This incident
has caused health problems for the community in Banjarmasin. Emergency response in
the field is still hampered by the information system. This study is limited to the city of
Banjarmasin, but it can describe South Kalimantan Province because the mechanisms
are the same. Referring to the concepts of convergence and divergence, this study was
conducted using interpretive phenomenology. It was analyzed using the I.P.A. principle,
assisted by NVIVO software to facilitate visualization. The results of the study show that,
in terms of structural convergence, the Banjarmasin health cluster implements a top-
down mechanism that is still in use. In terms of operational convergence, although the
Health Office has an SKDR information system, the process still relies heavily on manual
systems. Operations only rely on WhatsApp groups, and the reporting of disaster victim
and patient data is still manual. This causes divergence in the field, which is prone to
data and personnel errors. It is hoped that in the future there will be an integrated one-
stop information system that can be utilized by health clusters both specifically and
generally in Indonesia.

Keywords: Convergence, Disaster Emergency, Information System, Health
Information System

ABSTRAK

Provinsi Kalimantan Selatan merupakan daerah rawan bencana khususnya bajir. Terjadi
peningkatan jumlah bencana banjir dan korban yang terdampak. Kejadian ini
menimbulkan masalah kesehatan bagi masyarakat. Dinas Kesehatan, khususnya di
Kota Banjarmasin telah merespon amanat Kementerian Kesehatan dalam
kegawatdaruratan bencana. Namun penanganan kegawatdaruratan di lapangan masih
terkendala pada sistem informasi. Penelitian ini terbatas pada Kota Banjarmasin, namun
dapat menggambarkan Provinsi Kalimantan Selatan karena mekanismenya sama.
Dengan mengacu pada konsep konvergensi dan divergensi, penelitian ini dilakukan
dengan cara fenomenologi interpretatif. Dianalisis dengan prinsip IPA, dibantu software
NVIVO untuk memudahkan visualisasi. Hasil penelitian menunjukkan, secara
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konvergensi struktural, klaster kesehatan Banjarmasin menerapkan mekanisme top-
down yang masih dipertahankan. Dalam konvergensi operasional, walaupun Dinas
Kesehatan memiliki sistem informasi SKDR, proses masih syarat dengan sistem manual.
Operasional hanya mengandalkan Whatsapp grup dan pelaporan data-data korban
bencana dan pasien masih bersifat manual. Sehingga menyebabkan divergensi di
lapangan yang syarat dengan kesalahan data dan kesalahan personel. Diharapkan ke
depan sudah ada sistem informasi terintegrasi satu pintu yang dapat dimanfaatkan
klaster kesehatan baik secara khusus maupun secara umum Indonesia.

Kata Kunci: Konvergensi, Kegawatdaruratan Bencana, Sistem Informasi, Sistem
Informasi Kesehatan

PENDAHULUAN

Dalam konteks bencana, sudah bukan rahasia lagi bahwa Indonesia merupakan
negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi akibat posisi geografisnya di
pertemuan tiga lempeng tektonik besar dunia. Berdasarkan data Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB), Indonesia menghadapi setidaknya 14 ancaman
bencana yang mencakup bencana geologi (gempa bumi, likuefaksi, tsunami, gunungapi,
tanah longsor), hidrometeorologi (banjir, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrim,
gelombang ekstrim, kebakaran hutan dan lahan), serta antropogenik (epidemi/wabah
penyakit, COVID-19, kegagalan teknologi). Ini dibuktikan dengan indeks risiko bencana
Indonesia.

Gambar 1. Indeks Risiko Bencana Indonesia
Sumber; InaRisk Geoportal Data Bencana Indonesia

Sebagian besar wilayah Indonesia memiliki risiko tinggi mengalami bencana
dengan indikator warna merah pada Gambar 1 (InaRISK, 2026). Bencana banjir
merupakan jenis bencana yang paling banyak dialami masyarakat dengan total 1.652
kejadian sepanjang tahun 2025. Masalahnya kejadian ini meningkat dibanding tahun
2024.
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Gambar 2. Perbandingan Banjir Indonesia 2024 ke 2025
Sumber; Geoportal Data Bencana Indonesia

Terjadi peningkatan kejadian banjir dari 1.420 kejadian tahun 2024 meningkat
1.652 tahun 2025 (BNPB, 2026). Bencana juga mengakibatkan masalah kesehatan
masyarakat di mana masyarakat mayoritas luka-luka dan menderita, sampai mengungsi
dan meninggal dunia. Secara ideal, penanganan kesehatan masyarakat dalam situasi
kegawatdaruratan bencana seharusnya dilakukan melalui koordinasi yang terintegras
dan kolaboratif antara berbagai pemangku kepentingan. Hal ini sejalan dengan prinsip
konvergensi dalam manajemen bencana, di mana berbagai disiplin ilmu, sektor, dan
stakeholder bekerja secara sinergis untuk mengurangi dampak bencana dan
meningkatkan kesejahteraan sosial (Lakhina et al., 2021). Namun peneliti melihat dalam
kenyataannya, implementasi penanganan kesehatan masyarakat saat bencana di
Indonesia, khususnya di daerah rawan banjir masih menghadapi berbagai tantangan
koordinasi dan fragmentasi antar lembaga yang dapat menghambat efektivitas respons
darurat.

Daerah yang termasuk paling rawan banjir yaitu Kalimantan Selatan, buktinya,
data historis kejadian bencana tahun 2009-2019, banijir merupakan jenis bencana yang
paling dominan terjadi di wilayah ini (BNPB, 2022). Pada periode Desember 2025,
Kalimantan Selatan mengalami 19 kejadian bencana meliputi banijir, cuaca ekstrem, dan
gelombang pasang/abrasi (BNPB, 2025). Banjir yang terjadi pada akhir Desember 2025
hingga awal Januari 2026 meluas hingga 10 dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan
Selatan, meliputi Balangan, Banjar, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu
Sungai Selatan, Tapin, Tanah Laut, Tabalong, Banjarbaru, dan Banjarmasin. Data per
11 Januari 2026 menunjukkan sebanyak 221.377 jiwa dari 76.933 keluarga terdampak
banjir (Hariandja, 2026). Apalagi provinsi ini memiliki indeks ketahanan yang sangat
rendah yaitu 0,33, menjadikannya kawasan yang pantas mendapat perhatian salah
satunya melalui penelitian ini.

Penanganan kesehatan masyarakat dalam kegawatdaruratan bencana
melibatkan multi-stakeholder yang kompleks. Berdasarkan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019, stakeholder utama meliputi: (1) Kementerian
Kesehatan melalui Pusat Krisis Kesehatan, (2) Dinas Kesehatan Provinsi dan
Kabupaten/Kota, (3) Fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit dan puskesmas), (4)
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BPBD, (5)
Kementerian/Lembaga terkait lainnya seperti Kementerian Sosial, Kementerian Dalam
Negeri, (6) TNI dan Palri, (7) Organisasi masyarakat dan relawan, serta (8) Lembaga
internasional dan donor (Penanggulangan Krisis Kesehatan, 2019). Ditambah lagi
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dengan kerangka transformasi digital kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia telah mengembangkan Blueprint Strategi Transformasi Digital Kesehatan
2024 yang mengintegrasikan platform SATUSEHAT sebagai sistem data kesehatan
nasional yang terinteroperabilitas, termasuk untuk pengelolaan data bencana kesehatan
(Kemenkes, 2024).

Provinsi Kalimantan Selatan telah merespons amanat regulasi nasional melalui
penyusunan berbagai instrumen perencanaan dan kebijakan daerah. Kajian Risiko
Bencana (KRB) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022-2026 yang ditetapkan melalui
Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2023 mengidentifikasi 12 jenis bencana prioritas
yang meliputi banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi,
gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor, tsunami, epidemi
dan wabah penyakit, kegagalan teknologi, serta COVID-19 (Pemda Prov Kalimantan
Selatan, 2023). Begitu juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi
Kalimantan Selatan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 yang
menetapkan program prioritas mencakup penguatan infrastruktur dan sistem
penanggulangan bencana, pengembangan pusat data dan informasi berbasis teknologi,
serta program pelatihan dan sertifikasi untuk personil BPBD, relawan, dan masyarakat
(BPBD, 2024). Lebih lanjut, dalam rangka operasionalisasi rencana penanggulangan
bencana, BPBD Provinsi Kalimantan Selatan melibatkan berbagai pemangku
kepentingan termasuk instansi pemerintah daerah, instansi pusat, TNI/POLRI,
akademisi, peneliti, swasta, dan relawan penanganan kebencanaan (BMKG, 2026).

Meskipun kerangka kebijakan dan regulasi telah tersusun secara komprehensif,
implementasi sistem informasi kesehatan bencana di Indonesia, termasuk di Kalimantan
Selatan, masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan operasional. Penelitian
Asih et al., (2025) tentang pengembangan sistem rekam medis bencana elektronik di
Kalimantan Selatan mengungkapkan bahwa sistem konvensional berbasis kertas masih
mendominasi dan rentan terhadap kerusakan serta tidak efisien dalam respons darurat,
meskipun prototipe sistem elektronik yang dikembangkan telah menunjukkan skor
System Usability Scale (SUS) sebesar 70,78 yang mengindikasikan akseptabilitas,
namun masih memerlukan penyempurnaan untuk mencapai tingkat memadai.
Dokumentasi penanganan bencana oleh Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana
(Satlak PB) di tingkat lokal seringkali tidak terdokumentasi dengan baik, bahkan tidak
mencatat magnitude dan durasi bencana secara komprehensif, dengan dokumentasi
yang tersimpan maksimal hanya lima tahun (Teti, 2020). Contoh di Yogyakarta
menunjukkan bahwa data dari pos kesehatan di titik evakuasi selama erupsi Gunung
Merapi tidak diproses dan dianalisis baik di tingkat Puskesmas maupun Dinas
Kesehatan Kabupaten (Donna et al., 2015), ini mengindikasikan kelemahan dalam
sistem surveilans dan respons kesehatan masyarakat.

Tantangan manajemen pengetahuan dan informasi menjadi isu krusial dalam
adaptasi sektor kesehatan terhadap bencana. Proses dokumentasi setiap tahapan
manajemen bencana masih menghadapi kendala untuk memastikan tersedianya
referensi dokumentasi yang memadai bagi pengurangan risiko bencana di masa depan,
dengan kebutuhan harmonisasi pengumpulan, analisis, dan diseminasi informasi lintas
sektor yang relevan serta implementasi mekanisme manajemen pengetahuan untuk
memastikan informasi yang tepat mencapai orang yang tepat pada waktu yang tepat
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(Oktari et al., 2022). Maka konsep konvergensi dari adanya fenomena divergensi dalam
manajemen bencana penting, yang mengacu pada integrasi mendalam lintas disiplin
ilmu dan penelitian yang didorong oleh permasalahan spesifik dan mendesak (Morgan
et al., 2026).

Dalam konteks kesehatan, konvergensi bencana alam dan krisis kesehatan
memerlukan pemahaman komprehensif tentang probabilitas kejadian dan dampak
wabah penyakit pasca bencana alam, yang seringkali dikecualikan dari penilaian risiko
multi-bahaya (multi-hazard risk assessments) (Sairam & De Ruiter, 2026). Dalam
konteks kesiapsiagaan bencana di Indonesia, penelitian Ayuningtyas et al., (2021)
mengidentifikasi bahwa implementasi kerangka regulasi dan kebijakan dalam
manajemen bencana belum optimal, ditandai dengan rendahnya pemanfaatan teknologi
dan informasi terkait bencana, serta berbagai hambatan dalam proses evakuasi dan
transportasi. Kondisi masyarakat dengan kesiapsiagaan sangat rendah,
mengindikasikan bahwa edukasi masyarakat tidak efektif kecuali didukung oleh sistem
kesehatan dan sistem informasi yang terpersiapkan dengan baik. Penelitian
internasional menunjukkan pendekatan yang lebih maju dalam pengembangan
instrumen penilaian. Elshami et al., (2025) mengembangkan alat yang menilai
kesiapsiagaan dan kesiapan tenaga kesehatan terhadap bencana, mengidentifikasi
enam faktor melalui analisis faktor: pengetahuan, dua sub-domain sikap, praktik,
kemauan untuk praktik, dan manajemen berbasis organisasi.

Dari pembahasan di atas, teridentifikasi bahwa penelitian tentang manajemen
bencana dan kesehatan bencana di Indonesia masih berfokus pada aspek
kesiapsiagaan, mitigasi, atau respons darurat secara umum. Penelitian yang secara
spesifik menganalisis fenomena konvergensi dan divergensi dalam penanganan
kesehatan masyarakat saat kegawatdaruratan bencana, khususnya di tingkat provinsi,
masih sangat terbatas. Juga kurangnya penelitian empiris yang mengkaji secara
mendalam bagaimana konvergensi dan divergensi terjadi dalam praktik penanganan
kesehatan bencana di Indonesia, terutama dalam konteks implementasi kebijakan di
tingkat daerah. Kondisi Kalimantan Selatan yang memiliki karakteristik kebencanaan
spesifik (dominasi bencana banjir berulang dengan frekuensi tinggi), menjadi penting
untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara komprehensif pola-pola konvergensi
dan divergensi yang terjadi dalam penanganan kesehatan masyarakat terkait
kegawatdaruratan bencana. Walaupun penelitian ini terbatas pada lingkup wilayah yaitu
Kota Banjarmasin, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi
praktis untuk memperbaiki sistem koordinasi dan kolaborasi antar-stakeholder dalam
penanganan kesehatan masyarakat saat kegawatdaruratan bencana, sehingga dapat
meningkatkan efektivitas respons dan mengurangi dampak kesehatan yang ditimbulkan
oleh bencana.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi interpretatif. Penelitian
fenomenologi merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami makna
pengalaman hidup individu maupun kelompok. Proses ini dilakukan dengan
menganalisis cerita informan tentang pengalaman mereka (Burhan & Costiana, 2025;
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Creswell & Creswell, 2018). Dalam penelitian ini, prinsip-prinsip Interpretative
Phenomenological Analysis (IPA) digunakan untuk menganalisis data. Banyak peneliti
menganggap IPA sebagai pendekatan penelitian kualitatif yang paling berpusat pada
partisipan (Burhan & Costiana, 2025), artinya kelompok tertentu digunakan sebagai
informan. Proses penelitian yang menggunakan analisis IPA juga menunjukkan
sensitivitas terhadap pengalaman informan penelitian (Alase, 2017; Barton, 2020). IPA
terdiri dari serangkaian pedoman fleksibel yang dapat disesuaikan oleh peneliti sesuai
dengan tujuan penelitian (Smith, 2017), yaitu: mengamati secara berulang, mencatat
data awal, mengembangkan tema-tema yang muncul, dan mencari hubungan antara
tema-tema yang muncul. Dalam analisis IPA, tidak mementingkan jumlah informan
karena kualitas data atau jawaban sampel lebih penting daripada jumlah sampel (Patton,
2023). Oleh karena itu, pendekatan ini dirasa sesuai dan cocok untuk meneliti konteks
di lokasi penelitian ini. Prinsip IPA, peneliti memilih bantuan coding menggunakan
software NVIVO. Sehingga dapat terlihat jelas kata atau frasa yang muncul pada word
cloud berdasarkan cerita pengalaman informan. Sehingga pada akhirnya, pemilihan
fenomenologi sangat tepat untuk penelitian ini. Penelitian ini dibatasi pada klaster
kesehatan di Kota Banjarmasin, sehingga informan penelitian yaitu pihak dari Dinas
Kesehatan Kota Banjarmasin, pihak Rumah Sakit di Banjarmasin, dan pihak Puskesmas
di Banjarmasin, dengan prinsip pemilihan sampel berdasarkan apa yang dikatakan
Moleong & Surjaman (2017) bahwa peneliti kualitatif akan berhenti saat sudah
mendapatkan jawaban yang dapat diambil sebagai kesimpulan (data ajek), dengan
menghindari terlalu banyak informan yang berakibat pada bias data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini meneliti klaster kesehatan di Kota Banjarmasin dilihat dengan
kacamata yang dinyatakan Comfort (2007), bahwa untuk melihat konvergensi, terdapat
dua ruang vyaitu konvergensi pada tingkap struktural dan tingkat operasional.
Berdasarkan hasil penelitian dan penelusuran peneliti, satu hal yang menjadi tantangan
signifikan yaitu tidak adanya sistem informasi terintegrasi satu pintu bagi klaster
kesehatan di Banjarmasin. Berikut hasil penelitian yang telah dilakukan yang ditunjukkan
dengan bantuan software NVIVO.

a. Konvergensi Struktural
Integrasi secara struktural dalam kegawatdaruratan yang ditangani klaster
kesehatan Kota Banjarmasin memang dilaksanakan secara top-down.
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Gambar 3. Alur Perintah Kegawatdaruratan Bencana
Sumber; NVIVO diolah peneliti

Analisis NVIVO dari hasil wawancara yang dianalisis dengan prinsip IPA yang di-
coding menunjukkan alur struktural top-down pada Gambar 3, jika ada bencana maka
Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin akan memerintahkan klaster kesehatan, yaitu
Rumah Sakit dan Puskesmas untuk membuat posko pelayanan kesehatan siap siaga.
Menurut keterangan petugas di lapangan, memang Dinkes akan membuat SK yang
biasanya untuk membuat posko-posko sesuai jenis dan skala bencana yang terjadi.
Kemudian petugas lapangan yang di posko, akan merujuk korban bencana atau pasien
yang tidak bisa ditangani kepada Rumah Sakit atau Puskesmas yang terdekat dari
lokasi. Petugas mengaku, laporan-laporan dibuat manual dan koordinasi dilakukan
melalui aplikasi Whatsapp.
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Gambar 4. Mekanisme Struktural Klaster Kesehatan Kota Banjarmasin
Sumber; NVIVO diolah peneliti

Gambar 4 menunjukkan pola struktural kegawatdaruratan belum memiliki sistem
langsung yang terintegrasi satu pintu antar fasilitas pelayanan kesehatan. Sistem yang
digunakan hanya melalui Whatsapp grup seperti yang diungkapkan pihak Rumah Sakit,
Puskesmas, dan petugas posko di lapangan. Baloni (2025) menjelaskan dalam
penelitiannya, struktur koordinasi dari atas ke bawah di lembaga pemerintah secara
tradisional bergantung pada kontrol hierarkis dan rutinitas yang diformalkan untuk
memandu pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas. Ditambahkan oleh Di Giulio
& Vecchi (2025) dalam bukunya “Policy Making and the Digitalization of the Public
Sector”, ketiadaan perangkat digital membatasi berbagi informasi secara real-time dan
umpan balik yang penting untuk koordinasi yang efektif, yang dapat ditingkatkan oleh
digitalisasi dengan menata ulang alur kerja dan meningkatkan transparansi. Pada
konteks ini, secara keseluruhan struktur koordinasi dari atas ke bawah tanpa teknologi
cenderung kaku dan kurang efisien dalam lingkungan pemerintahan modern, walaupun
hanya menggunakan Whatsapp, sehingga perlunya mengintegrasikan praktik adaptif
bahkan dalam kerangka kerja hierarkis.

b. Konvergensi Operasional
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Secara struktural telah terbukti bahwa mekanisme top-down berlaku pada klaster
kesehatan Kota Banjarmasin. Pada prosesnya, analisis menunjukkan bahwa
mekanisme ini hanya menggunakan aplikasi Whatsapp atau WA, dan informan
mengakui belum ada satu sistem informasi yang satu pintu yang menjadi acuan
koordinasi operasional di lapangan. Terkait hal ini, analisis IPA dengan NVIVO
menunjukkan hanya sistem SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon) yang saat
ini digunakan oleh klaster kesehatan.
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Gambar 5. Operasional Sistem Informasi yang Digunakan Klaster
Kesehatan
Sumber; NVIVO diolah peneliti

Pada Gambar 5, informan mengakui belum ada sitem informasi terintegrasi bagi
operasional kegawatdaruratan Kklaster kesehatan. Dalam operasional selama ini,
koordinasi diakui masih berjenjang di lapangan sampai pada atasan. Hal ini tentu tidak
efisien mengingat sifat gawat darurat saat bencana. Mayoritas informan mengakui
sistem informasi saat ini yaitu SKDR masih bersifat manual, di mana laporan-laporan
dan data-data, begitu juga penarikan data masih dilakukan manual. Selain itu, sistem
informasi saat ini pun hanya berfungsi pasca bencana. Informan mengatakan,
seharusnya sistem informasi, bukan pasca melainkan saat bencana, bahkan kalau bisa
sebelum bencana. Sauer et al., (2023) menyatakan tidak adanya sistem informasi
terpadu untuk layanan kesehatan selama bencana menimbulkan tantangan signifikan
dalam mengakses, berbagi, dan mengelola informasi pasien, yang berdampak negatif
pada perawatan klinis dan hasil kesehatan pasca bencana. Isu-isu utama meliputi
kurangnya mekanisme sistematis untuk berbagi data pasien selama serah terima pasca
bencana, akses terbatas ke riwayat medis pasien, dan gangguan dalam pertukaran
informasi di tingkat populasi. Lee et al., (2024) menambahkan, sistem informasi teknologi
yang digunakan saat ini oleh petugas tanggap darurat dan penyedia layanan kesehatan
seringkali tidak memadai untuk koordinasi skala besar. Oleh karena itu peneliti
sependapat dengan Bala et al., (2016) bahwa mengembangkan sistem informasi
terintegrasi dengan repositori data universal dan proses terstandarisasi dapat
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meningkatkan kesinambungan perawatan, pelayanan kesehatan, dan koordinasi
operasional selama bencana.

c. Divergensi Klaster Kesehatan

Karena tidak adanya sistem informasi cepat tanggap yang terintegrasi, ditambah
lagi proses pelaporan manual dan koordinasi lapangan berjenjang yang tidak efisien,
menyebabkan ketegangan di lapangan saat proses evakuasi maupun pelayanan
kesehatan terhadap korban bencana. Beberapa hal yang dapat menciptakan divergensi
karena dalam penanganan korban bencana agar lebih akurat khususnya sistem
informasi kesehatan, jika masih hanya melalui Whatsapp, dokumen atau informasi
tersebut akan mudah hilang dan keamanannya masih belum di jamin. Petugas lapangan
dan pihak fasilitas kesehatan mengakui kendalanya dari segi informasi kesehatan,
komunikasi terkadang agak lambat atau simpang siur dan menyebabkan data kurang
akurat dan tidak valid. Dalam hal ini misalnya, ada pasien atau korban bencana yang di
rujuk ke RS, terkadang antar perawat A dan perawat B berbeda data atau informasi,
atau bahkan misalnya pemeriksaan laboratorium perawat yg satu sudah diperiksa,
namun perawat yang lain bilang belum karena belum ada hasilnya.

Dengan kejadian ini, jika ada sistem yang terintegrasi ketika pasien dilakukan
suatu pemeriksaan atau tindakan akan otomaatis tercatat pada sistem tersebut dan para
petugas baik di lapangan maupun di RS atau Puskesmas tempat rujukan akan bisa
membaca pemeriksaan atau tindakan apa saja yang sudah atau belum dilakukan pada
pasien tersebut. Dalam hal ini, dapat kita pahami bahwa fragmentasi, ketegangan,
divergensi terjadi karena masalah informasi, di mana klaster kesehatan tidak memiliki
sistem informasi yang dapat menaggulangi masalah di lapangan tersebut, yang juga
seringkali disebabkan oleh kurangnya sistem informasi yang memadai untuk mengelola
data dan komunikasi di lapangan. Padahal, sistem informasi kesehatan memiliki peran
penting dalam meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keselamatan layanan kesehatan
dengan menyediakan data yang akurat dan real-time untuk pengambilan keputusan
klinis dan manajerial (Mucaraku & Ali, 2022). Dengan demikian, penerapan HIS yang
tepat dapat menjadi solusi untuk mengurangi masalah informasi dan meningkatkan
koordinasi dalam klaster kesehatan.

KESIMPULAN

Secara umum, mekanisme struktural klaster kesehatan di Kota Banjarmasin
terkait penanganan kegawatdaruratan saat bencana berjalan top-down. Mekanisme ini
efektif selama ini karena tetap dipertahankan secara operasional. Namun dalam hal
pelayanan kesehatan yang cepat tanggap, belum ada sistem informasi terintegrasi satu
pintu bagi petugas pelayanan kesehatan yang direkomendasikan Dinas Kesehatan.
Koordinasi hanya menggunakan Whatsapp yang dikhawatirkan mudah terhapus, dan
SKDR yang masih syarat dengan proses manual. Selain itu, sistem pelaporan yang
manual membuat koordinasi tidak efektif dan efisien. Hal ini karena terbukti menciptakan
divergensi dalam prosesnya. Informasi satu tidak konsisten dengan informasi lain dan
rawan keselahan oleh personil. Oleh karena itu, wajar jika dibutuhkan suatu sistem
informasi khusus, baik bagi klaster kesehatan maupun pihak penanggulangan bencana
yang lain. Walaupun terbatas pada klaster kesehatan di Kota Banjarmasin, penelitian ini
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menggambarkan kondisi Provinsi Kalimantan Selatan karena mekanismenya sama.
Diaharapkan pada tahap selanjutnya, sudah ada sistem informasi terintegrasi, sehingga
penelitian selanjutnya dapat mengkaji sistem tersebut dari sisi manfaat, kegunaan, atau
keefektifan maupun efisiensinya, guna menjadikan pelayanan kesehatan di Prov
Kalimantan Selatan dan Indonesia menjadi lebih baik.
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